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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Manajemen Sumber Daya Manusia 

1. Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia  

 Sumber daya manusia adalah salah satu faktor penting dalam 

sebuah organisasi, yang dimana peran SDM dapat mempengaruhi 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan atau organisasi. 

Pengertian SDM dapat dibagi menjadi dua yaitu, pengertian mikro dan 

makro. Pengertian SDM secara mikro adalah individu yang bekerja dan 

menjadi anggota suatu perusahaan atau institusi dan biasa disebut sebagai 

pegawai, buruh, karyawan, pekerja, tenaga kerja, dan sebagainnya. 

Sedangkan pengertian SDM secara mikro adalah penduduk suatu negara 

yang sudah memasuki usia angkatan kerja, baik yang belum bekerja maupun 

sudah bekerja. Menurut Sutrisno (2009: 5) mengatakan bahwa manajemen 

sumber daya manusia merupakan kegiatan perencanaan, pengadaan, 

pengembangan, pemeliharaan serta penggunaan SDM untuk mencapai 

tujuan baik secara individu maupun organisasi. Menurut Larasati (2018: 1) 

mengatakan bahwa manajemen sumber daya manusia adalah faktor sentral 

dalam suatu organisasi, apapun bentuk serta tujuannya organisasi dibuat 

berdasarkan berbagai visi, misi dan tujuan untuk kepentingan manusia dan 

dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia, jadi manusia 

merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan organisasi. Sedangkan 

Menurut Riniwati (2020: 1) mengatakan bahwa manajemen sumber daya 

manusia adalah sebagai proses keterlibatan orang dalam pengelolaan 

organisasi guna mencapai tujuan yang telah ditentukan dalam organisasi
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Dari beberapa pandangan ahli di atas dapat disimpulkan bahwa manajemen 

sumber daya manusia sebagai proses kegiatan untuk mengelola, merencanakan, 

dan menjalankan kegiatan organisasi atau instansi juga lingkungan agar mampu 

memberikan kontribusi secara optimal kepada organisasi ataupun instansi. 

2. Pengertian Analisis Jabatan  

Menurut Tanggala (2015: 13) mengatakan bahwa analisis jabatan 

merupakan prsedur pengumpulan dan analisis data yang terdefinisi dan 

melalui prosedur ini diperoleh informasi-informasi mengenai tugas dan 

pekerjaan serta persyaratan jabatan.  

 Menurut Dessler (2016: 32) mengatakan bahwa analisis jabatan adalah 

prosedur yang digunakan untuk menentukan tugas dari posisi dalam 

perusahaan dan karakteristik orang yang harus dipekerjakan untuknya. 

  Serta Menurut LAN RI (1990) mengatakan bahwa analisis jabatan 

adalah suatu proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan dan 

kemudian mengolahnya menjadi informasi jabatan dan menyajikannya untuk 

keperluan terentu. 

  Berdasarkan beberapa pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

analisis jabatan adalah proses mengungkapkan fakta dalam jabatan sehingga 

menghasilkan data dan informasi untuk aneka macam keperluan manajemen 

dalam organisasi.  

3. Tujuan Analisis Jabatan  

 Menurut Sugijono (2016: 53) ada beberapa tujuan analisis jabatan yaitu: 

a. Menetapkan spesifikasi pegawai  
b. Menetukan kebutuhan pelatihan 
c. Menentukan peringkat  
d. Mengembangakan metode 
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4. Manfaat analisis Jabatan  

  Menurut Sugijono (2016: 54) beberapa manfaat analisis jabatan 

yaitu: 

a. Memberikan gambaran mengenai tantangan yang bersumber 
dari lingkungan yang dapat mempengaruhi pekerjaan 
pegawai. 

b. Menghilangkan persyaratan jabatan yang sebenarnya tidak 
diperlukan dalam organisasi. 

c. Menemukan unsur-unsur yang mendorong maupun yang 
menghambat kualitas kerja pegawai. 

d. Merencanakan ketenagakerjaan di masa depan. 
e. Menyesuaikan lamaran yang masuk dengan lowongan 

pekerjaan yang tersedia. 
f. Menentukan standar atau prestasi sesuai dengan kriteria 

pekerjaan. 
 

5. Elemen Analisis Jabatan 

   Elemen analisis Jabatan merupakan salah satu proses pengumpulan 

informasi tentang suatu jabatan tertentu dan juga proses sistematis untuk 

menentukan keterampilan, tugas, dan juga pengetahuan yang diperlukan 

dalam melakukan pekerjaan tertentu dalam organisasi. 

  Menurut Sedarmayanti (2007: 145) analisis jabatan mempunyai dua 

jenis informasi yaitu uraian jabatan dan spesifikasi jabatan. 

1. Uraian jabatan (Job description) adalah suatu daftar dari 
tugas, tanggung jawab uraian jabatan adalah dokumen yang 
menjadi informasi mengenai kewajiban, tugas dan tanggung 
jawab pekerjaan serta kondisi kerja yang terkait yang memuat 
pertanyaan yang akurat dan ringkas mengenai apa yang 
dikerjakan. Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam 
deskripsi jabatan yaitu: 

a. Nama jabatan 
b. Aktivitas dan prosedur kerja 
c. Kondisi kerja dan lingkungan fisik 
d. Lingkungan sosial 
e. Kondisi pekerjaan 
 

2. Spesifikasi Jabatan (Job Specification) adalah menentukan 
suatu jabatan atau pekerjaan yang akan diduduki oleh 
seseorang yang telah memenuhi persyaratan untuk 
menduduki jabatan tersebut. Spesifikasi jabatan adalah 
merupakan kompetensi atau karakteristik personal yang 
harus dimiliki yaitu: 
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a. Pengetahuan 
b. Keterampilan 
c. Kemampuan  
d. Karakteristik personal lainnya. 

  Dalam dokumen analisis jabatan Universitas Muhammadiyah 

Pare-Pare (Syafruddin, 2013: 11) kegunaan analisis jabatan, uraian 

jabatan dan spesifikasi jabatan sebagai hasil dari analisis jabatan 

mempunyai banyak manfaat antara lain: 

1. Sebagai dasar untuk melakukan evaluasi jabatan 
2. Sebagai dasar untuk menentukan standar hasil kerja 

seseorang 
3. Sebagai dasar untuk melakukan rekrutmen,seleksi dan 

penempatan pegawai baru 
4. Sebagai dasar untuk merancang program pendidikan dan 

pelatihan 
5. Sebagai dasar untuk menyusun jalur promosi 
6. Sebagai dasar untuk merancang perubahan-perubahan 

dalam organisasi dan penyederhanaan kerja 
7. Sebagai dasar untuk mengembangkan program kesehatan 

dan keselamatan kerja. 
 Dalam penyusunan analisis jabatan menggunakan aturan Permenpan 

No. 1 Tahun 2020 sebagai pedoman penyusunan analisis jabatan dan 

analisis beban kerja. Dalam pelaksanaan analisis jabatan dilakukan 

dengan tahapan sebagai berikut: 

1. Tahapan persiapan  
a. Perencanaan proses analisis jabatan 
b. Pembentukan tim 
c. Pemberitahuan kepada unit organisasi yang akan 

menjadi sasaran 
d. Penyampaian formulir analisis jabatan dan petunjuk 

pengisian 
2. Pengumpulan data jabatan 

a. Pengisian daftar pertanyaan 
b. Wawancara 
c. Observasi  
d. Referensi 

3. Pengolahan data jabatan  
a. Penyusunan uraian jabatan 
b. Penyusunan spesifikasi jabatan 
c. Penyusunan peta jabatan 

4. Verifikasi Jabatan 
Hasil pengolahan data jabatan diperiksa kebenarannya 
melalui pengecekan ulang untuk mengetahui ada tidaknya 
hal yang perlu diperbaiki terhadap informasi jabatan. 
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6. Pengertian Analisis Beban Kerja 

  Menurut Mahawati, dkk (2021: 4) mengatakan bahwa analisis beban 

kerja adalah volume pekerjaan yang diberikan kepada tenaga kerja baik berupa 

fisik maupun mental dan menjadi tanggung jawabnya.  

Menurut Wulandari (2017: 955) mendefinisikan beban kerja 

merupakan suatu perbedaan antara kapasitas atau kemampuan pekerja 

dengan tuntutan pekerjaan yang harus dihadapi. 

Menurut Munandar (2012: 383) mengemukakan bahwa beban kerja 

merupakan suatu kondisi dari pekerjaan dengan uraian tugasnya yang 

diselesaikan dengan batas waktu tertentu. 

Berdasarkan dari beberapa definisi diatas maka dapat disimpulkan 

bahwa analisis beban kerja merupakan seberapa besar beban kerja yang akan 

ditanggung oleh pegawai pada saat menduduki suatu jabatan.   

7. Pelaksanaan Analisis Beban Kerja 

  Berdasarkan Permenpan No. 1 Tahun 2020 dalam pelaksanaan analisis 

beban kerja pada hakekatnya diharapkan dapat terpenuhinya tuntutan 

kebutuhan untuk menciptakan efektivitas dan efisiensi serta profesionalisme 

sumber daya manusia aparatur yang memadai pada setiap instansi serta 

mampu melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. 

  Selain itu pelaksanaan analisis beban kerja dapat menghasilkan suatu 

tolak ukur bagi pegawai atau unit organisasi dalam pembagian tugas serta 

dalam melaksanakan kegiatannya, yaitu berupa norma waktu penyelesaian 

pekerjaan, tingkat efesiensi kerja, standar beban kerja dan prestasi kerja, 

menyusun formasi pegawai, serta penyempurnaan sistem prosedur kerja dan 

manajemen lainnya.  
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  Hasil analisis beban kerja juga dapat dijadikan tolak ukur untuk 

meningkatkan produktivitas kerja serta langkah-langkah lainnya dalam rangka 

meningkatkan pembinaan, penyempurnaan, dan pendayagunaan aparatur 

negara baik dari segi kelembagaan, ketatalaksanaan maupun kepegawaian. 

8. Aspek Aspek Dalam Analisis Beban Kerja  

1. Norma waktu (variabel tetap) 

Norma waktu yang diperlukan dalam menyelesaikan pekerjaan 

ditetapkan dalam standar norma waktu kerja dengan asumsi tidak ada 

perubahan yang menyebabkan norma waktu tersebut berubah. 

Perubahan norma waktu dapat terjadi karena: 

a. Perubahan kebijakan 

b. Perubahan peralatan 

c. Prubahan kualitas SDM 

d. Perubahan organisasi, sistem dan prosedur 

2. Volume kerja (variabel tidak tetap) 

Volume kerja diperoleh dari target pelaksanaan tugas untuk memperoleh 

hasil kerja atau produk. Setiap volume kerja yang berbeda-beda antara 

unit atau jabatan merupakan variabel tidak tetap dalam pelaksanaan 

analisis beban kerja. 

3. Jam kerja efektif  

Untuk dapat melakukan analisis beban kerja secara baik dan benar 

terlebih dahulu perlu ditetapkan alat ukurnya, sehingga pelaksanaannya 

dapat dilakukan secara transparan. Kriteria suatu alat ukur yaitu 

a. Valid, artinya alat ukur yang digunakan untuk mengukur beban kerja 

sesuai dengan material yang akan diukur.  
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b. Konsisten, artinya dalam melakukan analisis beban kerja harus 

konsiten dari waktu ke waktu 

c. Universal, artinya alat ukur harus dapat dipergunakan untuk 

mengukur berbagai unit kerja maupunhasil kerja sehingga tidak ada 

alat ukur lain atau khusus untuk unit kerja atau hasil kerja. 

Sesuai dengan kriteria alat ukur maka dalam pelaksanaan analisis beban 

kerja yang dipergunakan sebagai alat ukur adalah jam kerja efektif yang 

harus diisi dengan tindak kerja untuk menghasilkan berbagai produk baik 

yang bersifat konkrit (benda) atau abstrak (jasa). 

9. Teknik Pelaksanaan Analisis Beban Kerja  

  Analisis beban kerja dilaksanakan secara sistematis dengan tahapan-

tahapan sebagai berikut 

  1. Pengumpulan data beban kerja  

a. Tugas pokok dan fungsi 

b. Rincian tugas dan 

c. Rincian kegiatan 

Setelah melakukan pengkajian organisasi, pelaksanaan pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan: 

a. Kuesioner  

b. Wawancara 

c. Observasi  

2. Aspek-aspek dalam perhitungan 

  Dalam menghitung kebutuhan pegawai terdapat tiga aspek pokok 

yang harus diperhatikan yaitu: 
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a. Beban kerja 

Beban kerja merupakan aspek pokok yang menjadi dasar 

perhitungan. 

b. Standar kemampuan rata-rata 

Standar kemampuan rata-rata dapat berupa kemampuan yang 

diukur dari satuan waktu yang digunakan atau satuan hasil kerja. 

Standar kemampuan dari satuan waktu disebut dengan norma 

waktu sedangkan standar kemampuan dari satuan hasil disebut 

dengan norma hasil. 

Norma waktu adalah satuan waktu yang dipergunakan untuk 
mengukur berapa hasil yang dapat diperoleh. Adapun rumusnya 
yaitu: 
 

Orang x Waktu 
NORMA WAKTU =  

Hasil 

Norma hasil adalah satu satuan hasil dapat diperoleh dalam waktu 

berapa lama. Adapun rumusnya adalah: 

Hasil 
NORMA HASIL =   

Orang x Waktu 
 

c. Waktu kerja  

Waktu kerja efektif adalah waktu kerja yang secara efektif 

digunakan untuk bekerja. Waktu kerja efektif terdiri atas HARI 

KERJA dan JAM KERJA efektif. 

1. Hari kerja efektif adalah jumlah hari dalam kalender dikurangi hari 

libur dan cuti. 
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Tabel 1  
Contoh Menghitung Hari Kerja Efektif 

 

Jml. Hari menurut kalender                                      …… Hari 
Jml. Hari minggu dalam 1 tahun                 …… Hari 
Jml. Hari libur dalam 1 tahun                      …… Hari 
Jml. Cuti dalam 1 tahun                             ……. Hari 
Hari libur dan cuti                                      ________ …. Hari 
                Hari Kerja Efektif                              _______ Hari 

          Sumber: Permenpan No 1 Tahun 2022 

2. Jam kerja efektif adalah jumlah jam kerja formal dikurangi dengan 

waktu kerja yang hilang karena tidak bekerja seperti istirahat makan, 

melepas lelah, buang air kecil, dan sebagainya. Dalam menghitung 

jam kerja efektif sebaiknya digunakan aturan 1 minggu. 

 

Tabel 2 
Contoh Menghitung Jam Kerja Efektif 

 

Jumlah jam kerja formal 1 
minggu 

37.5 Jam 

Jumlah jam kerja efektif 1 
minggu  

70% x 37, 5 = 26 Jam 25 menit 

Jumlah jam allowance jam 1 
minggu  

30% x 37, 5 = 11 jam 25 menit 

sumber: Permenpan No 1 Tahun 2020 

3. Metode perhitungan kebutuhan pegawai  

Dalam menghitung kebutuhan, banyak metode yang dapat 

dipergunakan. Namun demikian, dalam pedoman ini disajikan metode 

yang sederhana yang memungkinkan dapat memberi kemudahan bagi 

instasi menggunakannya. Metode perhitungan kebutuhan pegawai 

yang dipilih adalah metode beban kerja yang diidentifikasi dari. 

a. Hasil kerja  

Hasil kerja adalah produk atau autput jabatan metode dengan 

pendekatan hasil kerja adalah menghitung kebutuhan dengan 



15 
 

 
 

mengidentifikasi beban kerja dari hasil kerja jabatan. Dalam 

menggunakan metoda ini, informasi yang diperlukan adalah: 

1. Wujud hasil kerja dan satuannya; 

2. Jumlah beban kerja yang tercemin dari target hasil kerja yang 

harus dicapai. 

3. Standar kemampuan rata-rata untuk memperoleh hasil kerja. 

Rumus menghitung dengan pendekatan metode ini adalah: 

Jumlah Hasil Kerja 
____________________________           x 1 Orang 
Standar Kemampuan Rata-Rata 

 
b. Objek Kerja 

Objek kerja adalah objek yang dilayani dalam pelaksanaan pekerjaan 

Metode ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung 

dari jumlah objek yang harus dilayani. Metode ini memerlukan 

informasi: 

1. Wujud objek kerja dan satuan 

2. Jumlah beban kerja yang tercemin dari banyaknya objek yang harus 

dilayani. 

3. Standar kemampuan rata-rata untuk melayani objek kerja. 

Rumus menghitung dengan pendekatan metoda ini adalah: 

Jumlah Objek kerja (beban kerja) 
__________________________       x 1 orang 
Standar kemampuan Rata-rata 
 

c. Peralatan kerja 

Peralatan kerja adalah peralatan yang digunakan dalam bekerja. 

Metode ini digunakan untuk jabatan yang beban kerjanya bergantung 

pada peralatan kerjanya.  

Dalam menggunakan metoda ini, informasi yang diperlukan adalah: 
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1. Satuan alat kerja 

2. Jabatan yang diperlukan untuk pengoperasian alat kerja; 

3. Jumlah alat kerja yang dioperasikan; 

4. Rasio jumlah pegawai per jabatan per alat kerja (RPK); 

5. Pergantian jam kerja (jaga) 

Rumus perhitungannya adalah: 

Jumlah Peralatan kerja (Beban Kerja) 
______________________________       x 2 orang 
Rasio penggunaan alat kerja 
 

d. Tugas per tugas jabatan 

Metode ini adalah metode untuk menghitung kebutuhan pegawai 

pada jabatan yang hasil kerjanya abstrak atau beragam. Hasil 

beragam artinya hasil kerja dalam jabatan banyak jenisnya. 

Informasi yang diperlukan untuk dapat menghitung dengan metode 

ini adalah: 

1. Uraian tugas beserta jumlah beban untuk setiap tugas; 

2. Waktu penyelesaian tugas; 

3. Jumlah waktu kerja efektif per hari rata-rata. 

Rumusnya adalah: 
 
Beban Kerja x Waktu Penyelesaian 
______________________________          x 1 Orang 
Waktu Kerja Efektif 
 

B. Tinjauan Pustaka Terkait Masalah 

    Pemerintahan desa dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 

2014. Pemerintah desa merupakan unit terkecil pada struktur pemerintah 

daerah, yang dimana pemerintah desa memiliki tugas pokok dan fungsi 

tersendiri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. 

Pemerintah desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan 
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masyarakat setempat dalam sistem Pemerintah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Sugiman (2018: 85) mengatakan bahwa desa adalah sebagai 

kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli yang berdasarkan 

hak usul-usul yang yang bersifat istimewa. Menurut Dadjoeni (2011: 3) 

mengatakan bahwa desa dalam arti umum bisa dikatakan sebagai pemukiman 

manusia yang letaknya diluar kota dan penduduknya bermata pencaharian 

dengan bertani atau bercocok tanam. Maka dapat disimpulkan desa sebagai 

wilayah atau tempat tinggal yang dihuni oleh sebagian manusia diberbagai 

wilayah. Desa dipimpin oleh seorang kepala desa, kepala desa dipilih secara 

langsung oleh penduduk atau warga yang ada dalam desa yang telah 

memenuhi persyaratan dalam pemilihan kepala desa. Kepala desa memiliki 

fungsi, tugas pokok dan tanggung jawab dalam memimpin desanya. 

Gambar 1 
Struktur Organisasi 

 

 

Sumber : Kantor Desa Meli Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara 
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Adapun fungsi dan tugas pokok pemerintah Desa dalam peraturan Desa Meli 

Nomor 2 Tahun 2021 yaitu sebagai berikut: 

a. Fungsi dan tugas pokok Kepala Desa 

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah yang memimpin 

penyelenggaraan pemerintah desa, kepala desa yang bertugas untuk 

menyelenggarakan pemerintahan desa melaksanakan pembangunan 

desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. Adapun fungsi kepala desa yaitu, menyelenggarakan tata praja 

pemerintah, penetapan peraturan desa, pembinaan masalah 

ketentraman, memberdayakan masyarakat dan hubungan kemitraan 

dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya. 

b. Sekretaris desa 

Tugas pokok sekreteris desa memiliki tugas pembinaan, penataan, dan 

pelayanan teknis administrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, 

pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan 

pemberdayaan masyarakat. 

Adapun fungsinya yaitu: 

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 

administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi. 

2. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 

perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, 

penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventaris, perjalanan 

dinas, dan pelayanan umum. 

3. Mempersiapkan, menyusun dan memproses rancangan produk 

hukum desa. 

4. Mengkoordinasikan kegiatan perangkat desa. 
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5. Melaksanakan urusan keuangan dan asset seperti pengurusan 

administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan 

pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi 

penghasilan kepala desa. 

6. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana 

anggaran pendapatan dan belanja desa. 

7. Menyusun program pembangunan tahunan desa. 

8. Menyusun laporan realisasi fisik, keuangan dan aset desa. 

9. Menyusun laporan redisasi pelaksanaan APBD desa. 

10. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan desa. 

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 

c. Kepala urusan umum dan perencanaan  

Tugas pokok kepala urusan umum dan perencanaan memiliki tugas 

dalam membantu kepala desa dalam tugas penyelenggaraan administrasi 

umum desa, pelayanan umum, rumah tangga desa, menyiapkan bahan, 

menghimpun, mengola dan melaksanakan administrasi perencanaan, 

data dan pelaporan. 

Adapun fungsinya yaitu: 

1. Melaksanakan urusan ketatausahaan, tata naskah, administrasi surat 

menyurat, arsip dan ekspedisi. 

2. Menata administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat 

desa dan kantor. 

3. Menyiapkan kebutuhan rapat, upacara, pengadministrasian aset, 

inventarisasi, perjalanan dinas dan pelayanan umum. 

4. Merumuskan kebijakan administrasi dalam rangka pelaksanaan 

kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. 
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5. Merumuskan kebijakan administrasi bidang ketentraman dan 

ketertiban masyarakat. 

6. Merumuskan kebijakan peraturan desa. 

7. Menyusun kebijakan teknis administrasi yang terkait dengan 

partisipasi swadaya dan gotong royong kepada masyarakat. 

8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 

d. Kepala urusan keuangan dan aset 

Tugas pokok kepala urusan keuangan dan aset yaitu, membantu 

kepala desa dalam menyiapkan bahan, menghimpun, mengelola dan 

melaksanakan administrasi keuangan yang meliputi, administrasi 

sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, penyusunan anggaran, 

verifikasi, pembukaan, pelaporan keuangan dan inventarisasi aset 

desa. 

Adapun fungsinya yaitu: 

1. Melaksanakan urusan administrasi keuangan, administrasi sumber-

sumber pendapatan dan pengeluaran desa. 

2. Melakukan verifikasi administrasi keuangan, administrasi 

penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD,dan lembaga 

pemerintahan desa lainnya. 

3. Melaksanakan verifikasi dan pembukaan atas penerimaan dan 

belanja desa. 

4. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan 

keuangan dan penataan aset desa. 

5. Menyusun program dan kegiatan tahunan desa bidang keuangan 

dan aset desa. 

6. Melaksanakan pelayanan teknis administrasi keuangan dan aset 

desa. 
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7. Merumuskan kebijakan administrasi bidang kesejahteraan 

masyarakat desa. 

8. Menyusun RAPB desa. 

9. Menyusun dan melaksanakan pembukaan seluruh aset desa. 

10. Menyusun laporan realisasi pelaksanaan APBD desa setiap triwulan 

dan setiap semester. 

11. Menginventarisir sumber-sumber PAD dan aset desa. 

12. Mengelola dan melaksanakan pembukaan dan pelaporan keuangan 

desa dan aset desa. 

13. Menyusun laporan realisasi fisik, keuangan desa dan aset desa. 

14. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala 

desa melalui sekretaris desa. 

15. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 

e. Pelaksanaan kewilayahan (kepala dusun) 

Tugas pokok pelaksanaan kewilayahan yaitu, membantu kepala desa 

dalam melaksanakan tugas pelayanan, pembangunan, pembinaan 

dan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerjanya sesuai dengan 

kewenangannya. 

Adapun fungsinya yaitu: 

1. Membina ketentraman dan ketertiban, perlindungan masyarakat, 

mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah. 

2. Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 

3. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan 

kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga 

lingkungannya. 

4. Melakukan upaya pemberdayaan kelompok masyarakat meliputi, 

PKK, kelompok tari, nelayan, pemuda, adat dan lainnya dalam 
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menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 

pembangunan. 

5. Mendorong partisipasi swadaya dan gotong royong di wilayah 

kerjanya. 

6. Menyelenggarakan kegiatan yang terkait dengan bidang pertnahan 

dan kependudukan di wilayah kerjanya. 

7. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan RT di 

wilayah kerjanya.  

8. Melaksanakan musyawarah pembangunan dusun. 

9. Mendorong kegiatan perkoperasian, perdagangan, dunia usaha 

dan pelaksanaan perekonomian masyarakat di wilayah kerjanya. 

10. Melaporkan tingkat perkembangan dan potensi dusun. 

11. Dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada kepala 

desa. 

12. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 

f. Kepala seksi pemerintahan 

Tugas pokok kepala seksi pemerintahan yaitu, membantu kepala 

desa dalam tugas manajemen tata praja pemerintahan, 

penyelenggaraan pemerintahan umum, dan administrasi 

pemerintahan desa. 

Adapun fungsinya yaitu: 

1. Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan desa. 

2. Menyusun rancangan regulasi desa. 

3. Menangani permasalahan pertanahan. 

4. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa serta 

perlindungan masyarakat. 

5. Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah. 
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6. Melaksanakan pengelolaan profil desa. 

7. Menyelesaikan perselisihan masyarakat desa. 

8. Memberikan informasi kepada masyarakat desa sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 

9. Menyusun program dan kegiatan tahunan desa bidang 

pemerintahan dan umum. 

10. Membuat buku induk kepemilikan tanah. 

11. Membuat dan menyusun administrasi peta wilayah desa. 

12. Membina, mengevaluasi dan memberdayakan kepala dusun 

13. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. 

g. Kepala seksi kesejahteraan pelayanan dan pemberdayaan 

Tugas pokok kepala seksi kesejahteraan pelayanan dan 

pemberdayaan masyarakat yaitu, membantu kepala desa dalam tugas 

pelaksanaan infra struktur desa, pelayanan dasr dan motivasi 

masyarakat dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, politik, lingkungan 

hidup, pemberdayaan pemuda dan olahraga, serta penyuluhan dan 

motivasi terhadap pelayanan hak dan kewajiban masyarakat desa. 

Adapun fungsinya yaitu: 

1. Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana desa, 

pembangunan bidang pendidikan dan kesehatan. 

2. Mensosialisasikan serta memotivasi masyarakat di bidang budaya 

ekonomi, politik dan lingkungan hidup. 

3. Mengembangkan potensi perekonomian masyarakat desa. 

4. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan 

lingkungan hidup. 

5. Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak 

dan kewajiban masyarakat. 
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6. Meningkatkan upaya partisipasi, swadaya dan gotong royong 

masyarakat. 

7. Melaksanakan kebijakan teknis pembangunan desa. 

8. Melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala desa 

C. Kerangka Pikir 

Gambar 2 

Kerangka Pikir 
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